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Selain Minta Dﬂibatkan,
Juga Dorong Verifikasi
Lapangan Diperketat

DENPASAR - Selain persoalan
danahibah, program bedah rumah
yang selama ini digulirkan gu
nur Bali juga menjadi sorotan de-
wan Bali saat pembahasan APBD
Perubahan Tahun 2015. Dal:
pembahasan APBD Perubahan
2015, DPRD Provinsi Bali meminta
agar program bedah rumah yang
selama ini digulirkan gubernur
ikutdilibatkan. libatan dewan
dalam program bedah rumah yang
dimaksud yakni dalam hal mem-
fasilitasi pembagian bedah rumah
ke konstituennya.

+ Dewan Balibe , dari total 55
anggotadewan li DPRD Bali, mini-
‘malmasing- tadewan
bisa ikut memfasihtasi sebanyak 10
unitdengan nilai
per orang. i yang te

dalam rapat koordinasi antara
DPRD Bali dengan Dinas Sosial, di
‘DPRD Bali, kemarin (11/8).

Salah seorang anggota Komisi ﬁ

DPRD Bali Ketut
‘yang dimintai ket ranganmembe—
narkan adanya keinginan semua
-anggota DPRD Bali untuk dapat
'memfasilitasibedah rumah sesuai
‘daerah pemilihan masing-masi

“Kami tidak minta jatah tetapi
‘hanya berharap dapat ikut mem-

fasilitasi penyaluran bantuan be-

dah rumah yang digulirkan setiap
tahun anggaran dengan harapan
|

sa Adnyana, masing-masinganggo-
ta DPRD Bali bisa memfasilitasi 10
unit rumah yang diberikan pada
konstituennya. Politisi PDI Per-
juangan asal Buleleng inimengakui,

program bedah rumah yang digulir-
kan pemerintah ProvinsiBali belum
bisa tuntas dan masih banyak yang
ngantre untuk mendapatkan ban-
tuan bedah rumah.

Keinginan DPRD Bali menfasil-
itasi program bedah rumah pada
konstituennya yang tidak mam-
pu itu tetap mengacu pada data
base yang ada. Seperti yang di-
verifikasi oleh kepala desa mas-
ing-masing sesuai nama, alamat

dan foto. Kariyasa Adnyana juga

30juta per unit

" KetutK iyasa Adnyana |

menambahkan, saat verfikasi
lapangan bainyak| juga laporan
yang diteri anyd, masyarakat
yang semestiny layak untuk

s ahknya

ilihan Denpasar

dan Badung. Dua kabupaten ini
dipastikan masih ada saja warga
mmhnyangmemeﬂukanbanmun
bedah rumah. L
Namun demikian, kalau ma
ing-masing dapat memfasilitasi

denganpors1 s;na dipastikan
olehkarenanya
n ke daerah atau

memerlukan

dari Dapil Denpasar bisa dialih-
kan ke anggota lainnya sesama
fraksi di kabu
banyak mem
Kemiskinan

aten yang leblh
Denpasar sudah

, pembahasan
APBD Perubahan belum
kelar, masih banyak yang perlu
disisir lagi salah satunya program
bedah rumah selain dana hib

"~ Pada APBD Pgl{ubahan tercat _t

i

Ketut Mandia

ada 1100 unitlebih bantuan bedah
rumabh. Politisi PDI Perjuangan
asal Klungkunglm berharap selain
program yang digulirkan oleh pe-
menntahPrthsxdengan bantuan
APBD Bali, diharapkan juga ada
dana pendanqugdankabupaten

- Bahkan ada program dari pemer-

intah pusat renovasirumah

- bagi keluarga miskin juga harus
bisa diperju &:gkan “Ada pro-

gram perbaikan atap, lantai dan

- dinding dari bemenntah pusat
- yangdiperuntukan bag; keluarga -

miskin juga harus diperjuangkan

- lewat lobi-lobi kabupaten ko-

ta”pungkasnYa (adv/pra)
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Tarif Dlrancang Naik 42 Persen

AMLAPURA - Pemkab Karangasem merqnmng ke-

nalkan tanfharga mmeralb logam daq tuan atau

42 persen. Cuma, emkab
memastikan, rancangan ke
persen itu bisa lolos, kare
galian C sudah beralih ke P:ﬁ Bali. Pemkab Karan-
gasem, sebatas berwenang memungut pajak. '
“Rencananya, kalau bisa 2016 sudah berlaku Kenaikan
tarif itu kewenangan Provinm memutuskan, ” tegas

Kepala Dinas Pendapatan 1 nda) Kq;a?ngasem, I
i ol :

Nengah T dlte{nui Selas
Toyam rencana kenai
katan eksekutif dan legislative. ikannya
galian C itu merupakan bahan baku yang ti ak bisa diper-
baharui, sehingga mesti ada pemb ekploitasi dengan
menaikkan tarifnya. “Rencanal@naﬂdanmlhamlpembahasan
dengan DPRD; tandas Toya. Disisilain, Sekda Karangasem
Gede Adnya Mulyadi, menyebutkan bahwa semua galian C
bodongbakal ditutup. Tllcamasihmem mendapa-
tkan izin, akan dituntun mengurus izin. (wan/gup) )

Edisi @ faby, 12 fusts 2els
Hal P 2S5~




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

Pemerintah Dldesak Turun

Sertifikat Lahan di Tanah Ampo

AMLAPURA - Masyarakat Desa T: ah Ampo,
KecamatanM is, Karangasem, y: ,gtanahn
ya dijadikan jalan raya menuju Derm: gaCrul
Tanah Ampo, tahun 2008, lalu, sem: ger
dengan sikap pemerintah. Pasalnya, setel
memastikan bukti kepemilikan lahan yang be- -
rupa pipil, tidak bisa dipecah dengan dibiayai .
APBD, tak ada etikad baik dari pemermtah
menyosialisasikan ke warga Tanah Ampo, yang
tanahnya dijadikan jalan raya. “Seharusnya, |
kalau mermang tidak bisa dibiayai pemerintah, |
blangdong sa palkan ke masyarakat kami,
Jangan wacana saja,’ tegas BePdesa A}dat'ran !
Ampo, I Gede Suyadnya.
 Diapun menuding, pernyataan Kepala Dir

ekerj aan Umum (PU) m, Nyoman
sa, yan;gm“n%gahl sudah mulai membantu
ngurus a istrasi di BPN (BadangPertanah-

anNas1oal) hanya sebatas wacana.
saat ini, tidak ada petugas dari pem

tah yan,

penﬁntakeléﬁgkapanadmhg;gadke
setempat. “Tanah bapak saya, juga dijadikan |

na.hmgga*;

~ jalan raya. Sampal saat ini, tidak ada minta KTP
atau kelengkapan ke bapak saya. Kami tidak tahu

apa yang kurang, mana harus d ngkapi, keluh
Suyadnya, mSelasa (11/8).
ia men %s , sikapnya ngotot mendesak
nnta aya segera menuntaskan kasus
1 antat sudah hampir 7 tahun tidak ada
ke]e asan. Pihaknya khawat sema,ldn sermg
mutasi pe]abatleemkab gasem, terma-
suk di internal Dinas PU K em, m

proses pensertifikatan bakal semakin tidak
jelas. Apalagi, 28 bidang sertifikat termasuk pipil
arga yang tanahnya dijadikan jalan raya masih
beradadi pemenntah Begitu juga, I Wayan Ge-
I deg, yang saat itu menjadi bupatx, juga sudah
idak menjabat] kaj: Termasuk pimpinan Dinas
sudah tiga kali pergantian. Sejak zaman I
ayan Arnawa jadi Kepala Dinas, digantikanIda
Bagus Made Oka (keduanya terseret kasus pipa- -
nisasi), dan kini beralih ke Nyoman Sutirtayasa,
elum juga ada titik terang dari Dinas PU. “Saya
sampai capek ditanyain t § sama warga.
u turun ke ma at, kami siap
emfasilitasi,’ tantangnya. (wan/gup)

Edisi

Hal

Labu, 2 ﬁ<7uséus 2015~
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. TENAGA KERJA v
Guide Ilegal Dibahas
saat Rapat Kerja Dewan

AMLAPURA - Dugaan menjamurnya WNA (warga
‘negara asing) menjadi guide fpe andu wﬂsﬁ) atau dive
master di wilayah Amed, Kec:dmtan Abang, dan Tulamben,
Kecamatan Kubu, Karangasem, disinggung saat rapat kerja
eksekutif dan tim anggaran DPRD Karangasem, Selasa (11/8).

Anggota DPRD Karangasem | Komang Sartika, mengakuui,
bahwa keberadaan dive master yang diduga tidak mengan-
tongi izin itu sangat meresahkan pengusaha diving lokal di
Tulamben. “Itu sudah lama terjadi,” tegas pc?m,}cus Partai
Golkar asal Desa Tulamben. itu. = : { :

'Pihaknya mengakui, banyak pengusaha diving lokal, tak
bisabersaing dan akhirnya gulung tikar. Karena, selain berani
memberikan harga rendah, pengusaha asing yang mem-
pekerjakan tenaga asing yang disinyalir tidak berizin itu, juga
gencar promosi, memanfaatkan teknologi canggih. “Pengusa-
halokalitukalah diharga dan sarana promosi. Apalagi, tamu
yang diajak warga asing itu, dari negaranya sendiri. Dari segi
kepercayaan, pengusaha lokal sudah kalah,” tandas Sartika.

Bersama anggota DPRD lainnya, Nyoman Musna Antara,
pihaknya mendesak supaya ada tindakan nyata dari Pem-
kab Karangasem mengantisipasi guide yang diduga ilegal
itu. Karena, seperti ditegaskan, Musna Antara, banyak
dive master itu, tidak mengantongi izin. Disinyalir, mereka
datang ke Bali dengan visa liburan, tapi malah bekerja.
“Harus dicek, jangan-jangan visa holiday. Tapi malah
bekerja. itu yang berbahaya,’ tandas politikus asal Desa
Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, itu. \

Sebelumnya, salah seorang pengusaha diving asal Amed,
jugamengeluhkan hal itu. Karena, sejunﬂahWNAaft:lkhanya
sebatas menjadi dive master; melainkan banyak langsung
jadi sopir, mengantar jemput wisatawan dan perlengkapan
diving. Atas kondisi itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Karangasem, berjanji bakal segera turun ke
Amed dan Tulamben. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan

Edisi Rabu. 12 Aqustis 2015

Hal : 2%




